
menggunakan kendaraan mobil
pikap. "Namun, beberapa jam
kemudian, pelaku ditemukan di
sekitar jalan raya depan RS Her-
mina Cileungsi dan berhasil dia-
mankan Polres Bogor," katanya.
Rio menambahkan barang

bukti berupa tabung gas elpiji 3
kg telah diamankan oleh polisi.
Sedangkan jenazah korban te-
lah dibawa ke RS Polri untuk pro-
ses autopsi guna mendukung
penyelidikan lebih lanjut.
Pihaknya terus berkoordinasi

dengan Propam Polda Metro
Jaya untuk terkait kode etik.
Terkait tindak pidananya akan
diproses lebih lanjut di Polres
Bogor. "Kami pastikan pena-
nganan kasus ini dilakukan se-
suai prosedur karena berkaitan
dengan tega membunuh ibu
kandungnya sendiri," tandasnya.    

(Ant/Has)-d

pertimbangan berbagai kondisi, termasuk
inflasi dan pertumbuhan produk domestik
regional bruto. Menjadi pertanyaan,
apakah pertimbangan itu sudah tepat un-
tuk mencerminkan angka keadilan bagi
berbagai pihak, terutama pengusaha dan
pekerja.
Adil berarti seimbang, setara, dan tidak

memihak serta memberikan perlindungan
yang setara bagi semua pihak yang terlibat.
Upah minimum berkeadilan inilah yang
menjadi angka dalam pareto optimal yang
mestinya tercapai agar tujuan besar dari
kedua pihak bisa terakomodasi, meskipun
tidak tercapai sepenuhnya. Selain adil, ten-
tunya pertimbangan lain untuk menen-
tukan besaran ini juga dari sisi kepantasan
dan kemampuan serta pertimbangan kon-
disi eksternal yang sangat volatile. Kondisi
perekonomian inilah yang sangat menjadi
pertimbangan sekaligus ketakutan peng-
usaha atas kemampuan daya saing dan
keberlanjutan usaha.
Pengetatan anggaran pemerintah, ke-

naikan PPN 12%, penurunan daya beli,
alokasi anggaran pemerintah untuk
makanan bergizi yang diperkirakan 71 trili-

un yang, pasti secara berpengaruh pada
geliat bisnis. Pengetatan anggaran, bebe-
rapa sektor pasti terdampak, terutama sek-
tor pariwisata dan pendukungnya yang di
dalamnya ada industri perhotelan dengan
MICE nya, transportasi, dan makan
minum. Bila kebijakan ini berdampak ku-
rang mendukung, maka besaran UMPten-
tunya bagi pengusaha menjadi hal yang
sangat signifikan dipertimbangkan.
Bila dibandingkan dengan provinsi lain

yang ada di Indonesia, tahun 2024 ini UMP
DI. Yogyakarta Rp  2.125.898  masuk
dalam 3 provinsi terendah setelah Jawa
Tengah dan Jawa Barat. Belum lagi per-
ingkat kemiskinan di bulan Maret 2024
sebesar 10,83 persen masih di atas rata-
rata kemiskinan di Indonesia 9,03 persen.
Rasanya kenaikan UMPperlu mempertim-
bangkan kondisi ini, meskipun di sisi lain, in-
flasi Juni 2024, inflasi year on year (y-on-y)
DI. Yogyakarta sebesar 2,35 persen.
Besaran UMPyang adil, layak, dan propor-
sional tentunya dapat memperingan kon-
disi ini. Kita tidak banyak berharap dari be-
saran UMP2025 ini akan banyak memper-
baiki kenaikan pendapatan perkapita DIY

yang masih berada kuartil bawah diban-
ding provinsi lain di Indonesia.
Nah sekarang kita lihat histori be-

saran kenaikan UMP DI. Yogyakarta
dalam lima tahun terakhir. Rata-rata ke-
naikan UMP DI. Yogyakarta sejak
tahun 2019 sampai dengan 2024 sebe-
sar 6,26 persen.  Kenaikan dari dua
tahun sebelumnya adalah 7,65 persen
dan 7,27 persen, angka ini jauh lebih
baik dibanding dua tahun sebelumnya
yang hanya 3,5 persen dan 4,3 persen.
Tidak berbeda dengan besaran ke-
naikan di Kota Yogyakarta dalam lima
tahun terakhir sebesar 6,21 persen.
Jadi angka 6,5 persen yang diputuskan

oleh pemerintah masih dalam rentang
keadilan dan kepantasan serta kemam-
puan. Ini bila bicara dari angka matematis,
tentunya pertimbangan lain berkait kese-
jahteraan pekerja dan kemampuan peng-
usaha perlu sentuhan bijak untuk menen-
tukan besarannya.  
(Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta,
Pengurus ISEI dan Kafegama DIY. Peneliti
Senior Sinergi Consulting Group)-d
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SEMARANG (KR) - Kasus penem-
bakan yang melibatkan anggota polisi ter-
hadap tiga siswa SMK 4 Semarang, satu
di antaranya tewas mengundang perha-
tian serius dari berbagai kalangan.
Kompolnas bersama Waka Polda Jateng
Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho
menggelar konferensi pers di Mapolda
Jateng, Jalan Pahlawan Semarang,
Senin (2/12). 
Penembakan tersebut merenggut

nyawa Gamma Rizkynata Oktafandy
(17), siswa SMK 4 Semarang dan
melukai dua rekannya A dan S.
Penyebab terjadinya kasus penembakan
melibatkan Aipda RZ, anggota
Resnarkoba Polrestabes Semarang pa-
da Minggu (24/11) dini hari lalu di jalan

Candi Penataran Semarang Barat, me-
mang terkesan simpang siur.
Ketua Tim Kompolnas Muhammad

Chaerul Anam mengaku ingin tahu kasus
penembakan yang terjadi sebenarnya.
Kompolnas mencari fakta-fakta di seko-
lah korban, lalu mengorek keterangan di
sekitar lokasi penembakan, teman teman
korban, keluarga korban, lalu ke
Polrestabes Semarang dan menemui
penyidik di Polda Jateng. Kompolnas ju-
ga melihat jejak digital rekaman video
cukup detail. 
"Banyak hal yang kita temukan di la-

pangan. Kami juga melihat jejak digital-
nya rekaman video dengan bentuk cukup
detail," ungkap M Chaerul Anam. 
Sementara Wakapolda Jawa Tengah

Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho mene-
gaskan proses penanganan baik peristi-
wa tawuran dan penembakan itu betul-
betul transparan, tidak ada yang ditutup-
tutupi. "Akan kami proses hingga saat
nanti akan kita sampaikan ke publik,"
tegasnya. 
Kabid Humas Polda Jateng Kombes

Pol Artanto mengatakan Aipda RZ se-
lain dianggap melanggar kode etik, ju-
ga terancam pidana. Untuk pelang-
garan kode etik Aipda RZ yang telah di-
tahan berstatus terperiksa. Dalam wak-
tu dekat, Aida RZ akan diajukan ke
sidang. Sedangkan untuk ancaman tin-
dak pidana masih dalam proses. Pihak
keluarga almarhum Gamma telah
melapor ke Polda Jateng.           (Cry)-d

Wamen PU Diana Kusumastuti berte-
mu dengan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Dwikorita Karnawati. Pertemuan ini salah
satunya membahas mitigasi bencana
hidrometeorologi yang bertepatan dengan
arus liburan akhir tahun.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati me-

ngatakan, mitigasi bencana hidrometeo-
rologi di akhir 2024 ini sangat mendesak
dilakukan. "Kami perlu sampaikan be-

danya dari tahun-tahun sebelumnya. Di
2020 hanya cold surge saja, tahun lalu
hanya Madden-Julian Oscillation (MJO).
Namun di tahun ini yang dihadapi tidak
hanya satu faktor saja, ada MJO, cold
surge, La Nina lemah dan puncak musim
hujan di Pulau Jawa dan Sumatera
bagian Selatan," kata Dwikorita.
Sebagai informasi, Kementerian PU

menyiagakan Satuan Tugas Penyeleng-
garaan Penanggulangan Bencana

(Satgas PPB) sebagai bentuk antisipasi
dalam menghadapi puncak musim
penghujan dan kesiapan infrastruktur
jalan tol dan jalan nasional pada periode
Natal dan Tahun Baru 2024/2025.
Berdasarkan Climate Outlook 2025

yang diterbitkan BMKG, curah hujan tinggi
diprediksi akan lebih sering terjadi di
Indonesia pada akhir tahun 2024 dan aw-
al tahun 2025 yang berpotensi mengaki-
batkan banjir dan longsor.      (Ant/San)-d

"Yang pasti kita bersedih dengan keputusan
tersebut. Kita akan melakukan rapat pleno, un-
tuk menentukan langkah selanjutnya," ucap
Hedi.
Hedi mengatakan, KPU Jabar berupaya

untuk memastikan tahapan Pilkada serentak
2024 tetap berjalan, khususnya yang krusial,
yakni penghitungan suara untuk tetap berjalan
baik meski ada masalah tersebut. "Kami
memastikan, tahapan pilkada serentak 2024 ti-
dak terganggu dengan keputusan DKPPsoal
pemberhentian Ummi Wahyuni," ujar Hedi.
Dalam putusannya, DKPPmenilai, Ketua

KPU Jabar Ummi Wahyuni dinilai bersalah
dan melanggar kode etik. Ia  mendapat gu-
gatan oleh politisi Partai NasDem, Eep Hidayat
dengan perkara nomor 131-PKE-DKPP/
VII/2024. Adapun putusan ini diminta segera
dilaksanakan selama tujuh hari ke depan.
"Memerintahkan KPU untuk melaksanakan

putusan ini sepanjang terhadap peradu paling
lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan.
Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi
pelaksanaan putusan ini," ucap Ketua DKPP
Heddy Lugito.
Dalam laporan aduan yang dibacakan ang-

gota majelis pembaca, DKPP telah memerik-
sa dan menjatuhkan putusan pelanggaran
kode etik yang diajukan Syarif Hidayat atau
Eep Hidayat, disebut sebagai pengadu.
Laporan aduan ditujukan kepada Ummi
Wahyuni sebagai Ketua KPU Jabar, yang
disebut sebagai teradu.
Kronologi dibacakan oleh salah satu anggo-

ta DKPP. Fakta dimulai dari sidang pemerik-

saan 6-11 Maret 2024. Saat itu, telah dilakukan
rapat terbuka penetapan hasil pemilu Provinsi
Jabar, bahwa Dapil Jabar IX yang meliputi
Sumedang, Majalengka dan Subang telah di-
lakukan pleno hari pertama, ketiga dan kelima.
Pada 6 Maret 2024, adalah pembacaan

hasil oleh KPU Sumedang, 8 Maret 2024
adalah pembacaan hasil oleh KPU
Majalengka dan 10 Maret 2025 adalah pem-
bacaan hasil KPU Sumedang. Terungkap fak-
ta, dalam pembacaan hasil pemilu di tiga
wilayah tersebut, tidak ada sanggahan.
"Terungkap fakta pada 18 Maret 2024 pukul

05.30 WIB rapat pleno dipimpin Hedi Ardia se-
laku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas)
KPU Jabar. Saat pleno rekapitulasi berlang-
sung, saksi PKS memprotes hasil perolehan
suara dari Partai NasDem di Jabar IX yang tidak
sesuai atau diduga terjadi pergeseran suara,"
ucap pembaca. "Pihak KPU Jabar atas nama
Hedi Ardia memerintahkan pihak KPU Jabar,
atas nama Respati Gumilar untuk mengecek
Sirekap dan segera diperbaiki. Setelah diprint,
diserahkan ke para saksi dan hasil ditemukan ti-
dak ada perubahan," sambungnya.
Namun sebelum dilakukan penandatan-

ganan, tidak ada upaya dari Ketua KPU Jabar,
Ummi Wahyuni untuk melakukan penge-
cekan kebenaran dan kesesuaian dokumen
yang akan ditandatangani. Terungkap fakta,
formulir D terhadap perbedaan suara Partai
NasDem di Jabar IX pada nomor urut 5.
Terjadi selisih suara 4.015 yang membuat pe-
nambahan suara pada caleg tertentu.

"Sehingga perubahan suara tersebut mempe-
ngaruhi suara di Provinsi Dapil Jabar IX semu-
la 27.531 suara menjadi 31.546 suara. De-
ngan begitu caleg nomor urut 5 menjadi per-
ingkat 1 dan pengadu peringkat 2," katanya.
Suara calon DPR RI tertentu bertambah,

tapi suara Partai NasDem berkurang. Selain
itu, video rekapitulasi Dapil Jabar IX hilang dari
video live streaming karena di-unlist.
Dikatakan, dalam bukti percakapan salah satu
Komisioner KPU, Chaeruman Setyanugraha
dan M Refaldi, ada permintaan dari Ketua
KPU untuk take down video, yang kemudian
di-hide, sehingga live streaming tersebut tidak
dapat diakses. "DKPPmenilai tindakan teradu
yang tidak melakukan pencermatan Dapil
Jabar IX meliputi Sumedang, Majalengka dan
Subang adalah tindakan yang tidak
dibenarkan menurut etika penyelenggaraan
pemilu. Teradu tidak profesional dan akuntabel
dalam melakukan tugas melindungi suara rak-
yat, sehingga terjadi pergeseran suara yang
menyebabkan kerugian pengadu," paparnya.
DKPP menilai Ummi Wahyuni sebagai

Ketua KPU Propinsi, terbukti pada percaka-
pan whatsapp melakukan takedown video live
streaming. Ummi terbukti tidak jujur dan
transparan, sehingga jawaban sanggahannya
tidak dapat meyakinkan DKPP. Ummi dijatuhi
terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan
pemilu. Namun demikian, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Jawa Barat belum mengeluar-
kan pernyataan resmi atas pemberhentian
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni dari ja-
batannya. (Ant)-d

BADAN GEOLOGI PERLUAS ZONABAHAYA
Gunung Ibu, Sebulan Erupsi 2.577 Kali

JAKARTA (KR) - Zona bahaya atau
larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di
Kawasan Pulau Halmahera, Maluku Utara,
diperluas oleh Badan Geologi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sete-
lah terjadi peningkatan letusan vulkanik Gunung
Ibu lebih dari 2.577 kali dalam sebulan terakhir.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM

Muhammad Wafid mengatakan, dalam 30 hari
terakhir petugas pemantau juga merekam se-
jumlah aktivitas vulkanik lainnya yang menun-
jukkan adanya peningkatan dari Gunung Ibu
yang berstatus Siaga/Level III.
"Kenaikan aktivitas vulkanik pada Gunung Ibu

ini dapat memicu erupsi dengan peningkatan
ketinggian kolom erupsi," kata Muhammad
Wafid di Jakarta, Senin (2/12).
Wafid menjelaskan, total ada 409 gempa

guguran, 2.644 gempa hembusan, 16 gempa
tornillo, 15.116 gempa vulkanik dangkal dan
1.260 gempa vulkanik dalam, tujuh kali gempa
teknik lokal, 438 kali gempa tektonik jauh, dan
tiga kali gempa getaran banjir dari Gunung Ibu
dalam kurun waktu tersebut.
Peningkatan aktivitas ini membuat Badan

Geologi merekomendasikan supaya masyara-
kat ataupun wisatawan untuk tidak mendekati
bahkan melakukan aktivitas pendakian dan lain-
nya dalam radius 4 kilometer dari kawah aktif
Gunung Ibu.
Badan Geologi secara khusus juga melarang

adanya aktivitas masyarakat secara sektoral pa-

da radius 5,5 kilometer dari arah bukaan kawah
bagian Utara karena dinilai sebagai zona ba-
haya potensi erupsi gunung api berketinggian
1.340 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu.
Petugas Pos Pemantau Gunung Api Badan

Geologi di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu,
Halmahera Barat, melaporkan setidaknya sam-
pai Senin (2/12) pukul 18.02 WIT, telah terjadi la-
gi erupsi Gunung Ibu dengan ketinggian kolom
abu lebih kurang 2.025 mdpl/700 meter dari atas
puncak kawah aktif.
Erupsi ini terekam di seismograf yang memi-

liki amplitudo maksimum 28 milimeter dan
berdurasi lebih dari satu menit. Melontarkan
kolom abu berwarna putih hingga kelabu de-
ngan intensitas sedang hingga tebal condong
ke arah Selatan.
Badan Geologi menilai rekomendasi ini patut

untuk dilakukan masyarakat dan diawasi pula
oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat
karena bukan hanya untuk memperkecil potensi
dampak yang ditimbulkan oleh erupsi tetapi juga
ancaman bahaya banjir lahar dingin.
Berdasarkan hasil survei lapangan petu-

gas Badan Geologi dan BNPB, ada
300.000-500.000 meter kubik material yang
berpotensi melimpas dari bukaan kawah
Gunung Ibu ke sepanjang aliran sungai
hingga ke area perkebunan, yang memiliki
morfologi seperti lembah sungai dan me-
landa lokasi-lokasi yang telah ada bangun-
an. (Ant/San)-d

Semula, Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun
2002 berbunyi: "KPK berwenang mengoor-
dinasikan dan mengendalikan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh
orang yang tunduk pada peradilan militer
dan peradilan umum."
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) Nurul Ghufron menyambut baik putusan

MK tersebut. "KPK mengapresiasi Putusan MK
atas permohonan uji materi Pasal 42 UU KPK
tersebut. KPK dalam uji materi tersebut bertin-
dak dan menjadi pihak terkait, yang mendukung
dan memberikan fakta kendala penegakan
hukum terhadap perkara korupsi yang meli-
batkan subjek hukum sipil bersama subjek
hukum anggota TNI," kata Ghufron di Jakarta,
Jumat (29/11). (Ant)-d
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KPAI telah melakukan koordinasi dengan se-
mua pihak dalam kerangka Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) di Polres Jakarta Selatan.
Upaya cepat dan tepat telah dilakukan penyidik
Unit PPAdengan melibatkan PK Bapas, Asosiasi
Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor), dan Dinas
Perlindungan Anak (DPPAPP) DKI Jakarta. "Kita
hormati proses hukum yang sedang dilakukan
Polres Jakarta Selatan, khususnya Unit PPA,"
ujarnya.
Dian menambahkan, pengasuhan keluarga

dan lingkungan pendidikan memiliki kontribusi
besar terhadap kehidupan anak, lantaran seba-
gian besar waktu mereka dihabiskan di dua ling-
kungan tersebut. Sehingga, perlu meningkatkan
kesadaran akan pentingnya pengasuhan yang
baik dan penuh kasih sayang. 
"KPAI mengajak masyarakat untuk melindun-

gi identitas pelaku anak karena masih punya ke-
sempatan kedua untuk menggapai mimpi
layaknya remaja-remaja lainnya,” pungkasnya. 

(Ant/Has)-d

Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta per-
wakilan pekerja melalui Dinas Tenaga Kerja,
untuk memastikan proses ini dapat segera di-
selesaikan dengan baik. Semoga arahan dari
kementerian segera keluar agar kami bisa
segera menetapkan UMP," terangnya.
Beny menjelaskan, penetapan UMP di DIY

biasanya dilakukan pada akhir November, na-
mun kali ini ada penundaan karena menunggu
kebijakan dari Pemerintah Pusat. Proses itu
melibatkan dialog antara pihak-pihak yang ter-

kait. Yaitu perwakilan pengusaha, pekerja, dan
akademisi yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan. Dalam forum tersebut, meski ter-
dapat perbedaan kepentingan antara pekerja
yang menginginkan kenaikan signifikan dan
pengusaha yang menginginkan kenaikan yang
wajar, akan diusahakan supaya tercapai ke-
sepakatan bersama. 
"Kami akan terus berupaya agar prosesnya

berjalan lancar dan bisa memenuhi harapan
semua pihak," ujarnya. (Ria)-d


